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b.

WALIKOTA PONTIANAK,

hahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat‘(Q‘]
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sl.p{l
Negara menyatakan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil
Negara memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi, pengembangan kompetensi
schagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan
pelatihan, seminar, kursus, dan penataran;

bahwa dalam rangka p+4nbinaan dan pengembangan
aparatur sebagai upaya meningkatkan pengetahuan,
k emampuan dan keterampilan pegawai guna memenuhi
kebutuhan tenaga yang berpendldikan sesuai dengan
kompetensi maka pegawai diberi kesempatan untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Mekanisme Pemberian Tugas Belajar, Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianalk;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesla Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentuk an Daerah Tingk at [l di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 1953 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat il Tanah

laut, Daerah Tinglkat 1l Tapin dan Daerah Tingkat Il
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran ,:Nﬁ?.;,a,l.

Republik Indonesia Nomor 2756);
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10.

Me.mperhatikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repuhlik Indonesin
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran  Negéaua
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembjran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar@n Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik INdonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 68,
’é‘iglbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun Tahun 1961 Nomor 234 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33
Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri
Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri
Sipil;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN |

1T'UGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR l3/AGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAFONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walik ota ini, yang dimak sud dengan:

10.

ILIE

1622,

14.

1155,

Daerah adalah Kota Pontianak.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang men jadi
kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.

Walikota adalah Walikota Pontianak.
Walkil Walikota adalah Wakil Walikota Pontianak.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walik ota.
Pejabat Yang Berwenang adalah Sek retaris Dacr ah.

Perangkat Daerah vang selanjutnyva disingk at PD adalah unsur pembantu
Walikk ota dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah dalam penyelenggaraan urus

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. e,

Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disingk at PNS adalah Pegawai Negerl §
di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. N

Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung Membawahi PNS
lingk ungan unit kerjanya.

Pangkat adalah kedudukan yang meTunjukkan tingkat seseorang* E
berdasarkan Jabatannya dalam lanokann susunan kepegawaian dan d1gun

sebagal dasar penggajian.

Jabatan Struktural adalah kedudukan yag menunjukkan tugas, t'ang
jawab, wewenang dan halkk seseorang PNS dalam rangka memlmp

satuan organisasi.
Jabatan [Fungsional adalah keduduk an vang menunjukk f g ,', tang,

jawab, wewenang, dan hak scscorang PNS :lnl'n‘”'
pokok dan fungsi keahlian dan atau Lete

oruamsasn

Tugas Belajar adalah tugas 'y'
kepada PNS yang memendul
dengan kompetensi kellmua 1D
Pemerintah Kota Pont.lanal de
Anggaran Pendapatan dan '_ lanj

l"|\”‘yllli

Izin Belajar adalah izin yan|
yang mementhi syar aﬂ' u
kompetensi keilmuan yan
Pemerintah Kota F‘ont:lln
jam kerja dan tidak mm._ng

-
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16. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan vang diberikan kepada
PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidik an vang
ditempuh, beasiswa dapat diberikan oleh pemerintah, perusahaan ataupun
vav asan.

17. Keterangan Menyelesaikan Pendidikan adalah keterangan menvelesaikan
pendidikan bagi PNS vang tidak memiliki izin belajar vang diberikan oleh Pe jabat
Pembina Kepegawaian.

18. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan vang menyelenggarakan pendidikan
tinggi baik negeri dan swasta vang memiliki akreditasi.

19. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah vang
mencakup program pendidikan diploma. sarjana. magister, spesialis, dok tor,
profesi vang diselenggarakan oleh perguruan ung gi.

20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan vang terstruktur dan berjenjang
vang terdiri dari pendidik an dasar, pendidik an menengah dan pendidikan tinggi.

21. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan atau  satuan
pendidik an yvang diberikan oleh badan vang berwenang setelah dinilai bahwa
lembaga itu memenuhi syarat k ebakuan atau k riteria tertentu.

22. Pendidikan Terakhir adalah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh PNS yang
digunakan sebagai dasar dalam pengangk atan CPNS atau dalam pertimbangan
kenaikan pangkat PNS.

23. Bidang Ilmu adalah lingkup pengetahuan vang dipilih oleh PNS dalam rangka
tugas belajar atau izin belajar.

24, Program Studi adalah program/ilmu kekhususan yang ditempuh oleh PNS
dalam rangka tugas belajar atau izin belajar.

25. ljazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap_
prestasi belajar dan/atau penvelesaian suatu jenjang pendidikan setelah Iulus_x;i =

ujian menempuh tingk at pendidik an formal. SogEh

ds
s

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pEdoman:: _
melaksanakan proses pemberian Tugas Belajar, 1zin Belajar bagi PNS di Lingku
Pemerintah Kota Pontianak. i

Pasal 3 :
T ",,.‘

L}
)
B
-

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

AL Sl

a. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang i€l

keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan 'f.L_l.gl se!
pengembangan organisasi; dan J ':u.‘ =

b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu -lfgcalffp sert

sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pe_ng.efnaan

=
PNS. - SN

=
¥
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Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah

e)is =Tl sty B0 (o2 (e o

Pemberian tugas belajar dan izin belajar menganut prinsip:

a.
b.

(2)

prinsip pemberian tugas belajar;

seleksi calon peserta tugas belajar dan iz belajar;
prinsip pemberian tugas belajar;

seleksi calaon peserta tugas belajar dan izin belajar,
tata cara pengajuan tugas belajar;

hak dan k.ewajiban PNS tugas belajar;

izin belajar dan ketentuan pemberian izin hela jar;
tata cara pengajuan izin belajar;

hak dan kewajiban PNS izin belajar;

penetapan surat izin mengikuti pendidikan;
pembiayaan;

pembatalan;

. pangkat dan pengakuan ijazah/pencantuman gelar;

sanksi; dan
monitoring dan evaluas i.

BAB Il
.PRINSIP PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR
Pasal 5

terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS;
nondiskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan
berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan

keadilan dan kesetaraan yaltu penyelenggaraan mencermmkan rasa -kea

%
BAB IV
SELEKSI CALON PESERTA TUGAS BELAJAR

DAN IZIN BELAJAR
Pasal 6

Tim seleksi calon peserta tugas belajar dan izin belajar terdiri atas;
a. Walikota/Wakil Walikota,

b. Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
(€5 chala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dayva Manu_s

dan Pcngembangan Sumber Dava Manusxa Kota Pontianalk;
e. Inspektorat Kota Pontianak; dan 3
f. Unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun secar'
men jadi penyelenggara seleksi peserta pendidikan.

=, e

Tim scleksi calon peserta pendidik an melakukan analisis un
jenjang pendidikan dan program studi vang akan dire
anggaran berkenaan, d e
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(3) Proses seleksi meliputi perhitungan kebutuhan pengisian jabatan atau formasi,
meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, penilaian kesesuaian latar
belakang pendidikan dengan pendidikan vang akan diikuti dan menetapkan
calon peserta tugas belajar dan izin belajar

BAB V
TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Pemberian Tugas Belajar
Pasal 7

(1) Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Walikota.

(2) Pemberian surat rekomendasi mahasiswa dalam rangka tugas belajar
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

(3] Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
melaksanakan proses pemberian tugas bela jar. 7

(4) Pemberian surat izin mengikuti seleksi tes mahisiswa baru dalam rangka tugas
belajar ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Pontianak.

(5) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan
kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh:

a. perguruan tinggi negeri;

b. perguruan tinggi swasta;

c. perguruan tinggi kedinasan; dan
d. perguruan tinggi negara asing.

(6) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,
huruf b dan huruf ¢ mempunyai akreditasi paling rendah B dari lembaga yang
berwenang.

(7) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d
mempunyai akreditasi yang disetarakan paling rendah akreditasi B dard
lembaga yang berwenang di Indonesia. o

Bagian Kedua
Persyaratan Pemberian Tugas Belajar

Pasal 8

Syarat pemberian tugas belajar adalah sebagai berikut:

(1) Syarat Umum il

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun ter hltung'

sejak diangkat sebagai PNS; ¥

b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Perangkat Daerah, =

dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteriakebutuhan vang

ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah;

c. mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah; -

d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai pengetahuan atau keahlian yang~

dipersyaratkan dalam jabatan pada Perangkat Daerah dan s¢§_ua1, dengan

analisis beban kerja dan perencanaan Sumbcr‘ Daya Manusi -;;P I‘a.l;l at
Daerah; . ; L
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e. usia maksimal: :
1. Program Diploma I, Diploma I, Diploma Ill dan Program Strata I (S-1)
atau setara berusia paling tinggi 28 (dua puluh delapan) tahun; :

A

ol A

2. Program Strata Il (S-2) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh)
tahu n: dan Erad

3. Progmm Strata I (S3) atau setara bemsia paling tinggi 40 (empat puluh) it

tahun, .

f untuk jabatan yang sangat diperlulkan, ia paling tinggi sebagaimana !
dimaksud pada huaf ¢ dikeaalikan sepanjang  diatur oleh ketentuan
prau e an perundang-undangan atau ada pertimbangan tertentu dari Pejabat
fembina Kepegawaian,

g atiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling &
kuraang bernilai baik; i

h, tidak ssdang meijalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat vang
dinyatakan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah;

i, tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;

bidang pendidikan yang difkuti sesuai serta mendukung tugas pokok dan

fungsi jabatan pada Perangkat Dacrah yang bersangk utan atau linear

dengan latar belakang pendidikan sebelumnya:

I. mengisi surat pernyataan dan surat perjanjian, format surat pernyataan dan
surat perjanjian sebagaimana tercantum dalam lampiran di maksud
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
terlampir; dan

m. memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan.

-t

(2) Syarat Khusus
a, bhagt PNS yang menduduki jabatan strulktural dibebaskan dari jabatannya:
h. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari
Jabatannya;
c. jangka waktu pelaksanaan:

Program Diploma | (D) paling lama 1 (satu) tahun;

Program Diploma II (DlI) paling lama 2 (dua) tahun;

Program Diploma Il (DIII) paling lama 3 {uga) tahun;

Program Strata | (S-1)/Diploma IV (DIV] paling lama 4 (empat) t

Program Strata Il (S-2) paling lama 2 (duaj tahun;

6. Program Spesialis 1lmu Kedokteran menyesuaikan program
kurikulum Universitas; dan
7. Program Strata lll (S-3) paling lama 4 (empatj tahun. N

d. jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pa _k'
¢ masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester
kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansy;

e. bag PNS yang belum dapat menvelesaik an tugas belajar setelah dib
perpanjangan waktu I tahun sebapgamuua dimaksud pada hu.ruf_('l:
diberikan perpanjangan k embali paling lama | (saw) tahun dan tidak
diperpanjang kembali kecuali memenuhi ketentuan:

1. mendapartkan izin dari Walikota;

9 keterlambatan menvelesaikan pendidikan bukan kesalahan atau
PNS yang bersangkutan dan dibuk tikan dengan surat
Universitas /Perguruan Tinggi vang bersangkutan; dan

3. biava ditanggung oleh yang bersangkutan, otk

Ul W N -

Dipindai dengan CamScanner



(1)

(2)

. pada semester pertama setelah diberikan perpanjangan batan waktu tugnn

belajar,  sebagaimana  dimaksud padie hural ¢ termyata belum  dapat

menyelesaikan pendidikan, pejabat bervenang dapat memberikan peringn i

tertulis,  setelah  bernkhirnya  perponjame nn - batns waktn maksimal

sebagaimana  dimaksud  padn huralt e, moail belum Jugn  dapat

menyles aikan - pendidikannya, — pejnba berwenang  dapat membe il

peringatan tertulis 11, setelah perpanjangn dimaksud diberiarn dilokuban

perubahan status menjadi izin belnjar

dalam melaksanakan izin belajar sebagaimann dimn ks pida hwut 1, PNS

tetap dapat meninggalkan Wgrasuya sebagnimana bevloku bogi tagns belajarn

h. pemberian perpanjangan sebagaimana dinmlk s pada harul o dan hoaraf f
dibertkan dengan k riterin:

I. adanya perubahan kobijalk an progran ““/Ia(“; dan
2. buk an karena k clalaian,

i. PNS yang telah selesai melaksanak an tyras belajar wajib bekerja kembali
untuk negara pada unit ke pada instansi lempat pegawai beranng kutaon
bek erja semula sebagai Kewajiban Kerja dewgan ketentuan sebngai berilut:
1. pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harug

dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atnu dalant rumus (2 x n).,
Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, malka kewnjiban  kerjao
adalah sebagai berik uf:

3

Kewa jiban Kerja = 2 x 4 = 8 Tahun
2. pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus
dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n),
Sebagai contoh, untuk masa belajar < rahun, maka kewajiban kerja
adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja = 2 x 4 = 8 I"ahun
J. PNS dapat melaksanak an tugas belajar berlk clanjutan secara. berturut-turut:
dengan svarat; !
. mendapat izin dari Kepala Perangkat Dacrah:
2. prestasi pendidik an sangat memuaskan:
3.jenjang pendidikan bersifat linier; dan LA
4. dibutuhlkan oleh Perangkat Dacrah. ‘
k. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana  dimaksud pada huruf j, f
diakumulasik an setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pacla !
Jenjang pendidikan teral<hir;
. PNS tidak berhak menuntut fasilitas dan penyesuaian ijazah kedalam
pangkat yang lebih tinggi, k ecuali tersedia formasi;
m. penilaian prestasi kerja peserta didik selama menjalani tugas belajar dinilai
oleh Perangkat Daerah; dan 1
n. penempatan PNS yang telah sclesai tugas belajar disesuaikan dengan
kebutuhan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 9

Calon pescrta tugas bela jar yang lolos seleksi mengajukan permohonan surat L
tugas belajar kepada Walikota melalui Kepala  Badan Kepegawaian qi,m':
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak. < S

Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (
dokumen administrasi: i

b3
DATRE
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a. surat permohonan mengikuti seleksi tugas belajar yang diketahui oleh

atasan langsung; %

b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;

c. surat penawaran program dari lembaga pendidikan yang ditu ju;

d. surat k eterangan lulus scleksi masuk dari Jembaga pendidikan,;

e. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa (jika
acdal;

f. fotok opi Surat Keputusan Calon PNS;

g. fotolopi Surat Keputusan PNS;

h. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir;

i. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir:

j. fotokopi ljazah Terakhir;

k. fotokopi Daftar Prestasi Kerja 2 (dua) tahun teralhir;

I. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah vang menyatakan tentang:
1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
2. tidak sedang cuti diluar tanggungan negara:
3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
4. tidak scdang dalam proses perk ara pidana. vang buk an pelanggaran.

m. surat keterangan rencana/jadwal studi/perkuliahan: dan

n. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar
Pasal 10

Hak PNS tugas belajar adalah:

a. mendapat biaya tugas belajar, meliputi:

1. biaya pendidikan;
2. biava hidup dan operasional (akomodasi dan transportasi);
3. biava buku dan referensi: dan
4. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.

b. mendapat kenaikan pangkat;
c. mendapat kenaikan gaji berkala;

mendapat penilaian prestasi kerja dari unit kerja PNS: dan
e. masa menjalani tugas belajar dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 11

(1) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah:

a. melepaskan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kﬁp
atau pejabat lain yang ditunjuk;

b. mentaati dan mengik uti semua ketentuan
ketentuan peraturan pc*run(lang-unﬂlm.

c. melaksanakan tugas helnjar dengan
sesingkat-singkairys, 1)

d. melaporkan perk embangan ak;ﬂ
Badan Kepegawaian dan Penge
Pontianak;
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(2) Kewajiban melaksanakan kewajiban kerja scebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3} Bagi peserta tugas belajar pada perguruan tinggi negara asing, selain harus

(1)

(3)

(4)

(1)

e. melaksanakan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i

f. melaporkan secara tertulis kepada Walikota u.p. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dan Perangkat
Daerah pengusul paling lambat 15 (lima bclas) hari sejak berakhirnya masa
tugas belajar, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan

g. mengirimkan [otokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
sctelah s elesal masa tugas belajar,

e

huruf e juga berlaku bagi yang tidak menyelesaikan tugas belajar,

memenuhi kewajiban schagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai
kewajiban:

a. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara
tempat tugas belajar; dan

b. menjaga nama baik bangsa, instansi dan negara Indonesia.

BAB VII
PEMBERIAN [ZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Pemberian Izin Belajar

Pasal 12

Pemberian surat izin belajar ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
melaksanakan proses pemberian izin bela jar. .

Penyelenggaraan izin belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang
meliputi: 3 -

a. Perguruan Tinggi Negeri; dan

b. Perguruan ’I‘inggi Swasta.

dan huruf b mempunyai ﬂledltaSl palmg rendah B dari lembaga yang

berwenang. ’
'

Bagian Kedua

Persyaratan Pemberian lzin Belajar
Pasal 13

Syarat Umum

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun telh:l_
sejak diangkat sebagal PNS;

10
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(2)

(1) Permohonan izin belajar diajukan kepada Walikota dengan melamplrk
dokumen administrasi sebagai berikut: i

a.

RN OO

SIS

f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, dinyatakan
dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah; dan

g bidang pendidikan yang diikuti sesuai scrta mendukung tugas pokok dan
fungsi jabatan pada Perangkat Daerah vang bersangkutan atau linear
dengan latar belakang pendidikan sebelumnya.

Syarat Khusus

a. jangka waktu pelak sanaan:

Program Diploma [ (DI) paling lama 1 (satu) tahun;

Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;

Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;

Program Strata I (S-1)/Diploma [V (DIV). paling lama 4 (empat) tahun;
Program Strata Il (S-2), paling lama 2 (dua) tahun;

Program Spesialis Ilmu Kedokteran menyesuaikan program studi dan
kurikulum universitas; dan

7. Program Strata Il (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.

b. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan didukung oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah;

c. PNS tidak berhak untulk menuntut penyesuaian jjazah ke dalam pangkat
yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, dinyatakan dengan pernyataan
dari yang bersangkutan;

d. izin belajar paling lambat diajukan sebelum yang bersangkutan selesali
melaksanakan pendidikan sepanjang memer4ihi persyaratan; dan

O ER IR OO IR

e. program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas Sabtu-Minggu
(weekend class) dan Kelas jauh kecuali Universitas Terbuka.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 14

surat permohonan izi belajar dari PNS yang bersangkutan kepada I&ep
Perangkat Daerah; 3
surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;

fotokopi Surat Keputusan Calon PNS;

fotokopi Surat Keputusall PNS;

fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;

fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir paling kusa
baik; (v <
fotokopi ljazah terakhir; :

surat pernyataan/keterangan Kepala Perangkat Daerah yapggg
tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang_ag_tau

fiotokopi surat keterangan akreditasi paling lﬁnm&mg% (__ ,@;‘{;
pendidikan yang akan diikuti dari lembaga yang berw b 28

surat keterangan diterima sebagai mahasisw
jadwal kuliah per semester;
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1. surat pernvataan PNS vang bersangkutan:
1. tidak menuntut fa silitas pembiayaan:
2. tidak mengganggu jam kerja; dan
3. tidak menuntut penyesuaian ijazah, |

Bagian Keempat
Kewajiban PNS lzin Belajar
Pasal 15

Kewajiban PNS izin belajar adalah:

B
b.

(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

menandatangani surat pernyataan komitmen pemenuhan kewajiban izin belajar; |
menyclesaik an pendidikan sesuai dengan masa pendidikan yang berlaku di !
institusi pendidikan;

melaporkan perkembangan akademik kepajfa Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ponuanak

melaporkan secara tertulis kepada Walikota u.p. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak paling lambat 15
(lima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan
melampirkan surat keterangan lulus; dan

mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak setelah
sclesai masa pendidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN :
Pasal 16 i

Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar, izin belajar, adalah:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Kota Pontianak; 1
h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan pihak sponsor vait

kementer 1an/lcmbaga/badan/vdvasan/p('l usahaan berbadan hukum ﬂ!.c
bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan

¢. dalam hal rincian biay/a pendidikan terdapat rincian vang tidak dibiayai olé

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan pihak Sponst

maka biava pendidikan dapat dibiavai melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah sepanjang anggaran tersedia.

Komponen dan besaran biava tugas belajar vang pembiavaan bersumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak diberikan ses
dengan Peraturan Walik ota tentang Standar Biava Pemerintah Daerah.

Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ajat (2) d1
disesuaikan dengan alokasi anggaran vang tersedia pada tahun an
berjalan. (.

Bhaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada pesc!ti‘;‘
institusi pendidikan. i

Biaya penyelengp araan tugas belajar dan ikatan dmaj kqp..g

a. biava pendidikan; T

h. biaya hidup dan hiava operasional (alk mn()(maf i
c. buku dan referens; dan
d. biaya penulisan skripsi/tesis/disertas i.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ay
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(7)

(8)

(10) Besarnya bantuan dan penunjang pendidikan bagi peserta tugas belajar

(I1) Besarnya bantuan pendidikan bagi peserta izin belajar mengacu kepada

el s

l':

IRt i

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian biaya bantuan izin belajar disesuaikan dengan jumlah anggarail
yang tersedia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Pontianak. % ¥

Pemberian hiaya bantuan izin belajar tidak berlaku surut. 7o

Pembayaran biaya bantuan izin belajar disampaikan oleh bendahara atau
pengelola pendidikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Pontianak kepada PNS peserta izin belajar melalui rekening
bank yang ditun juk.

mengacu kepada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah dan diberikan
sepanjang dana tersedia dan bukan merupakan kewajiban bagi pemerintah
daerah.

BAB IX
PEMBATALAN
Pasal 17
: . 4 : e
Pemberian tugas belajar dan izin belajar dibatalkan dalam hal keadaan sebagal T
berikut: i
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
b. mengajukan permohonan pengunduran diri; dan
c. tidak sehat jasmani dan atau rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kese
yang mengakibatkan PNS tugas belajar/izin belajar tidak dapat menyeles
pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
BABX
KENAIKAN PANGKAT DAN PENGAKUAN
IJAZAH/PENCANTUMAN GELAR
Pasal 18
(1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan 1zin belajar aps
dan memperoleh ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar diberikan ken
sesuai dengan keténtuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan Peclaksanaan Ujian Kenaikan Panglxat Peny
dengan peraturan perundangan-undangan.
(3) PNS yang telah memiliki izin belajar, men
mencapai pangkat puncak, untuk mendapa
gelar dalam administrasi kepegawaian tida
Pangkat Penyesuaian [jazah. "“[
(4) Permohonan usul pengakuan x)az,ﬂh/

Pontianak.
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(5)

(1)

(2)

(1)

Pengakuan ijazahf pencantuman gelw setelah mendapat pernetnjuan teknis dar
Badan Kepegawatan Negara dan ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pémlina
Kepagawaian,

BAB NI
SANKSI
Pasal 19

Dalam hal PNS tidak melapor kepada Walikot sebapanimann dimaksud dalam
Pasal 11 avat (1) hurult, PNS yvang bers ang kutan diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri.

PNS vang diberikan tugas belajar tidak dapat menyelesiikan pendidiknnnya
dik arenakan kelalaian vang bersangkutan, mengundurkan divi tanpa alagan sah,
menghilang tanpa keterangan dan dikeluarkan oleh institusi pendidikan dikenai
sank si berupa:

a. huk uman disiplin PNS;
b. pembatalan tugas belajar; dan

c. mengembalikan seluruh biaya pendidikan vang diberikan selama tugas bela jar
vang dibiavai Ang garan Pendapatan dan B clanja Dacralhy Kota Pontianuls.

BAB XII
MONITORING DAN [XALUASI

Pasal 20

bela jar dan izin belajar dilak uk an monitoring dan cvaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilakuk an mwelalui supervisi  langsung  at:
langsung ke institusi pendidikan yang dilakukan oleh  Badan Kepegaw
Pengembangan Sumber Dayva Manusia Kota Pontianak.

BAB XIlI
KETENTUAN P RALIAN

Pasal 21

PNS yang tidak mempunyai surat izin belajw dan telah lulus
terhitung sampai dengan tahun 2017, dapdit diberikan surat K
Menvelesailk an Pendidik an sebagai pengganti surat izin belajar s
perrﬁohonan diajukan sebelum 31 Desember 2021, dengan 1wt0ntuan,~
a. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangk &

PNS: £
b. setiap unsur penilaian prestasi k erja paling kurang her‘.nilajf_-.b'- i

tahun terak hir: ;
c. tidak sedang menjaleani hukuman disiplin tingk at saclmm['
d. tldak sedang mcnquam pembe[ hvntlan hemcnm

fungsuabatan pd(ll Perangk at Dacrsm '
latar belak ang pendidikan sebelumnya;
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£ Jerpang pendidik an sebelunmmnya telah dinkar secara administrasi kEPENN’ﬂlF;'I'I}

Beopergiruan tnpgi/selkolah vang ditkuti telah terakreditas: paling rendah -‘fB"‘
aleh inntaet berwenang: dan P et

b tdak menuntut kenaik an paggkat penyesuaian ijazah, '

(2) Sumt wpas belajne dan @ belnjar vang telah dik eluark an/diterbitkan sebelmq;- rJt
berlnkunva Peraturan Walik ota int dinyatakan tetap berlaku sampai dengan r

pe Jalsnnann trEns bedaje atau izin belajar selesal, Lk, .
(3) PNS mutasi dari lunr daerah yang telah menilik i surat izin belajar dari daerah ?

asal dan masth menempuh atau telah memelesaik an pendidikanmya, surat izin

belajarnya  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  benentangan dengan  Peraturan

Walik ota inl.

BAI XIV
KICTIENTUAN PlONUTUPR
Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 23
Tahun 2017 tentang  Tupas Belajar, Izin Belajar, Beasiswa, Ik atan Dinas Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota
Pontianak Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlak u pada tanggal diundangkan.

Agar \(‘ti'\p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu
Walik ota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. t

%

2

& ]
£ ol Rusbl kKAMTONO

{ WALIKOTA PONTIANAK, |

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal R0 Movembeg 2020
SEKRETARIS DAERAH K@#TA PONTIANAK,

MleéAéI
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LAIMPIRAN
PERATURAN WALUKOTA PONI‘IA.NAK
NOIMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR
BAG PEGAWAl NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK

a. Surat Pernyataan Untuk Tugas Belajar (F'ormat P.1)

SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat,
‘ang bertanda tangan dibawah ini sawa:
Nama
NIP
Pangkat /Gol. Ruang
Unit Kerja
Jabatan Lama
Jabatan baru | Mahasiswa Tugas [Beladars o e i e e
NMassyDuges Belalar 5 4 C e Terhitung Mulai Tanggal ................-

Dengan ini sava menyatakan :

1. Setelah selesai dan lulus menvelesaikan masa tugas belajar, saya akan kembali
bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak:

. Menrtaati semua peraturan dan tata tertib yvang berlaku di Lembaga Pendidikan:
. Mentaati kewajiban tugas belajar dan k ewajban kerja setelah selesai tugas belaj'zls_._i_{_-—-
. Melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester); -
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k eterangan lulus;
6. Berk omitmen belajar dengan tekun dan sungguh-s ungguh, untuk meny elesa o
pendidik an tepat wak w sesuai dengan peraturan vang berlaku; TF

. Tidak menuntut biava/bantuan dana dari Pemermiah Kota Pontianak ;

~]

ter dapat formast;
9. Bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dlbutuh

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesung.ouhnya damjl‘I
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudi
pernyataan ini ternyata tidak benar, sava bersedia menerima sanksi sesu"i
dan peraturan vang berlaku. e

Pontianak; s s )

bermeterai
Rp. 10.000,- ]
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